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ABSTRAK

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PENGUNGSI ASAL AFGHANISTAN PASCAPERALIHAN
KEKUASAAN KEPADA TALIBAN

OLEH

SEKAR AYU KINANTI

Konflik bersenjata Amerika Serikat (AS)-Afghanistan selama 20 tahun
yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada Taliban telah mengakibatkan
pergerakan pengungsi asal Afghanistan secara masif ke seluruh dunia. Krisis
kemanusiaan ini ditanggapi dengan cepat oleh banyak negara terutama negara
yang telah meratifikasi The Refugee Convention 1951 termasuk AS. Namun AS
telah melampaui kewajibannya dalam konvensi tersebut dengan membentuk
program resettlement bagi pengungsi asal Afghanistan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif untuk mendeskripsikan kepentingan nasional AS melalui program
resettlement bagi pengungsi asal Afghanistan, serta menggunakan konsep
kepentingan nasional dalam analisis. Penelitian ini menggunakan teknik studi
pustaka dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sumber data seperti jurnal
artikel dan buku, dokumen resmi dan materi audiovisual milik Pemerintah AS.

Hasil penelitian ini adalah AS setidaknya memiliki tiga jenis kepentingan
terhadap pengungsi Afghanistan. Seperti kepentingan keamanan, terkait dengan
kondisi pengungsi sebelumnya merupakan aliansi lokal bagi tentara AS serta
spesifikasinya sebagai penerjemah di medan perang, dan meredam narasi perang
Islam dan Barat untuk mencegah tindak terorisme lanjutan. Kepentingan ekonomi
yang berhubungan dengan potensi penerimaan pajak dan pendapatan per kapita.
Hingga kepentingan moralitas internasional yang berhubungan dengan tanggung
jawab AS terhadap pengungsi Afghanistan serta kesempatan memperbaiki citra
dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Amerika Serikat, kepentingan nasional, program resettlement,
pengungsi Afghanistan, Taliban.



ABSTRACT

US’ NATIONAL INTEREST IN AFGHAN REFUGEES
AFTER TALIBAN TAKEOVER

By

SEKAR AYU KINANTI

The 20-year US-Afghanistan armed conflict that led to the Taliban
takeover has resulted in a massive movement of Afghan refugees around the
world. This humanitarian crisis has been responded rapidly by many countries,
especially those that have ratified The Refugee Convention 1951, including the
US. However, the US has exceeded its obligations under the Convention by
establishing a resettlement programme for Afghan refugees. This research uses a
descriptive analysis method conducted with a qualitative approach to describe US
national interests through the resettlement program for Afghan refugees, and using
national interest concept for analyzing. This research uses literature review
techniques and documentation studies conducted on data sources such as journal
articles and books, official documents and audio-visual materials from the US
government. The result of this research is that the US has at least three (3) types of
interests towards Afghan refugees. Such as security interests, related to the
condition that refugees were previously local allies for the US army and their
specifications as translators on the battlefield, reduce the narrative of war between
Islam and the West to prevent further acts of terrorism. Economic interests related
to potential tax revenues and per capita income. International moral interests
related to the US responsibility towards Afghan refugees and the opportunity to
improve its image by promoting humanitarian values.

Keywords: the United States, national interest, resettlement program,
Afghan refugees, Taliban.
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. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini
melalui rangkaian peristiwa yang terjadi, yaitu rangkaian kejadian sebelum
terjadinya perebutan kekuasaan oleh Taliban atas Afghanistan. Selain itu, bab ini
membahas penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam
melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, serta tujuan penelitian

hingga kegunaan penelitian yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan The Refugee Convention 1951 dilakukan sebagai respons
dalam menanggapi fenomena pengungsi sebagai korban yang merasakan langsung
dampak dari perang dan konflik, pengungsi dinilai sebagai fenomena yang harus
ditangani dengan kerja sama penuh dari seluruh pihak di level internasional.
The Refugee Convention dibentuk oleh United Nations Conference on the Status
of Refuugees and Stateless Persons pada 2-25 Juli 1951 di Jenewa, sebagai
respons dari dampak pengungsi yang muncul setelah Perang Dunia | dan Perang
Dunia Il (UNHCR, 1990). Sebanyak 149 negara telah meratifikasi konvensi
tersebut dan menyetujui pelaksanaan perlindungan pengungsi yang diwajibkan
(UNHCR, 2021b).

The Refugee Convention memuat definisi dan prinsip perlindungan bagi
pengungsi. Konvensi Pengungsi menggambarkan pengungsi sebagai “seseorang
yang tidak mampu atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena ketakutan
yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan,
keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.” (UNHCR, 2021Db).

Konvensi tersebut juga menetapkan prinsip non-discriminaition, non-penalization,



dan non-refoulement (tanpa diskriminasi, tanpa hukuman, tanpa pemulangan
secara paksa) bagi negara yang meratifikasi konvensi ini (UNHCR, 2021b).

Perundang-undangan ~ Amerika  Serikat menyebutkan  pengungsi
berdasarkan Immigration and Nationality Act (INA) adalah orang dari negara
asing yang mengalami persekusi ataupun merasakan rasa takut akan persekusi
dikarenakan isu-isu yang berkaitan dengan agama, kewarganergaan, ras,
keanggotaan dalam sebuah komunitas sosial, ataupun dikarenakan memiliki
pendapat atau pandangan politik. Semenjak disahkannya Refugee Act pada tahun
1980, Amerika Serikat tercatat sudah menampung kurang lebih 3,1 juta pengungsi
(state.gov, 2021).

Kongres Amerika Serikat mengesahkan Immigration and Nationality Act
pada (INA) pada tahun 1952 sebagai bentuk ratifikasi Amerika Serikat atas
United Nations Convention Pertaining to the Refugee Convention 1951. Undang-
undang mengatur bahwa pemberian suaka dapat dikeluarkan ketika pihak yang
meminta dapat menjelaskan bentuk ketakutan, ancaman atau penindasan yang
dikarenakan oleh agama, ras, etnis, afiliasi politik, pendapat politik, atau
kelompok sosial tertentu. Pihak pemohon pemberian suaka harus mendatangkan
argumentasi yang dapat mendukung alasan-alasan tersebut, baik dalam bentuk
testimoni penindasan yang memang mereka alami, atau catatan-catatan historis
maupun pemberitaan yang memang mendukung bahwa mereka merupakan target
potensial dari hal-hal tersebut di negara asal mereka, atau faktor dan kondisi yang
sedang terjadi di negara asal mereka yang dapat mendorong hal-hal yang mereka
takutkan akan terjadi kepada mereka (US Congress, 1952). Berdasarkan United
Nations Protocol relating to the Status of Refugees yang disahkan pada tahun
1967 dan disepakati oleh Amerika Serikat pada tahun 1968, Amerika Serikat
secara umum dilarang untuk memaksa pengungsi kembali ke negara yang
mengancam kehidupan maupun kemerdekaan mereka (Baugh, 2020).

Bersamaan dengan keinginan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan Immigration and Nationality Act 1952, ada kekhawatiran yang
muncul berkaitan dengan apakah Amerika Serikat memiliki mekanisme yang jelas
dan efisien untuk memproses pengajuan-pengajuan pencari suaka untuk

mengungsi serta bagaimana hak dan kewajiban baik si pencari suaka maupun



negara dapat berjalan beriringan dan sesuai dengan United Nations Convention
Pertaining to the Refugee Convention 1951 maupun Immigration and Nationality
Act 1952. Karena INA 1952 dipandang belum mampu memberikan perlindungan
yang jelas dan kepastian kedepannya bagi pengungsi disebabkan ketidakpastian
mekanisme pemrosesan pengajuan pencari suaka untuk mengungsi, bahkan INA
1952 memungkinkan Jaksa Agung untuk menentukan siapa yang harus diberikan
hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri (Kshatriya, 2019).

Dampaknya, hasil dari proses pengajuan pencari suaka dan legalitas
pengungsi di Amerika Serikat akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi
yang berkembang di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah pemerintah
AS yang mengecualikan beberapa kelompok imigran yang berasal dari negara-
negara tertentu, khususnya negara-negara yang dipandang sebagai negara komunis
(USCIS, 2018).

United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) pada
pertengahan tahun 2021 telah menerbitkan data pengungsi yang berada dalam
mandat UNHCR sejumlah 26,6 juta orang, diantaranya adalah pengungsi asal
Afghanistan sejumlah 2,6 juta individu yang berada di berbagai penjuru dunia.
UNHCR memperkirakan angka ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya
korban akibat konflik bersenjata di penjuru dunia, ditambah dengan peristiwa
yang terjadi pada perang Afghanistan dan AS pada Agustus 2021 silam (UNHCR,
2021c).

Per 2023, pengungsi paling banyak berasal dari Afghanistan, yang hanya
dikalahkan oleh jumlah pengungsi dari Suriah. Pengungsi terbanyak berasal dari
suriah dengan jumlah 6.5 juta orang; posisi kedua ditempati Afghanistan dengan
jumlah 6.1 juta pengungsi; posisi terakhir ditempati oleh Ukraina dengan jumlah
5.9 juta pengungsi (UNHCR, 2023). Pengungsi dari Afghanistan sebagian
besarnya mengungsi ke negara-negara tetangga khususnya Pakistan, sementara
yang lain juga banyak yang mengungsi ke Iran, India, bahkan ke negara-negara
Eropa barat maupun Amerika Utara (UNHCR). Kekerasan dan perang tercatat
menjadi faktor paling besar yang mendorong begitu banyak warga Afghanistan
yang memilih untuk pergi meninggalkan negaranya, sekalipun juga ada faktor lain

seperti bencana alam, namun faktor tersebut tidak memberikan angka pengungsi



yang signifikan jika dibandingkan dengan faktor kekerasan dan perang (Schmeidl,
2014). Menurut laporan yang disampaikan oleh International Organization for
Migration (IOM), ada lebih dari 5 juta orang pengungsi dari Afghanistan pada
tahun 2021 (International Organization for Migration, 2022).

Gelombang pertama pengungsi dari Afghanistan berawal di tahun 1979
yaitu dari invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang didahului oleh peristiwa
Revolusi Saur pada tahun 1978 (Amstutz, 1994). Ketika Uni Soviet menarik
pasukan mereka dari Afghanistan dan menyudahi invasi mereka pada tahun 1989,
banyak dari pengungsi yang tersebar ke negara-negara tetangga mulai kembali ke
Afghanistan (UNHCR,1999). Namun, berdasarkan beberapa laporan mengenai
penyebaran pengungsi, jumlah pengungsi dari Afghanistan pada tahun 1992 masih
mencapai 20 % populasi Afghanistan sendiri (refworld.org, 1999). Hal ini pun
tidak membaik dikarenakan pecahnya Perang Saudara Afghanisthan yang terjadi
selama 4 tahun lamanya (1992-1996) (Schmeidl & Bose, 2016).

Selanjutnya, gelombang pengungsi dari Afghanistan kembali memuncak
ketika Amerika Serikat menjalankan serangan ke Afghanistan dengan alasan
perang melawan terorisme global®. Namun Obama kembali mengumumkan bahwa
rencana penarikan pasukan militer AS ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2016,
penundaan ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Presiden Afghanistan
Ashraf Ghani yang meminta penundaan tersebut, Ghani menilai bahwa saat itu
Afghanistan belum sepenuhnya menjadi negara yang aman bagi warganya sendiri
dan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Taliban di perang
berikutnya. Sehingga ia meminta Obama untuk memperlambat laju penarikan

1 Konflik bersenjata antara Afghanistan dan Amerika Serikat (AS) bermula pada 11 September
2001, terjadi pembajakan pesawat komersil sejumlah empat (4) unit yang terdiri dari 1 unit
American Airlines Flight 11 dan 1 unit United Airlines Flight 175 yang menabrak gedung World
Trade Center di New York, lalu American Airlines Flight 77 yang menabrak Markas Besar
Departemen Pertahanan AS, The Pentagon di Arlington, serta pesawat milik United Airlines Flight
93 yang menabrak sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Serangan ini merupakan
serangan tunggal yang dilakukan oleh pembajak sejumlah empat belas (14) orang laki-laki yang
berasal dari jaringan Al-Qaeda yang diketahui beroperasi dibawah kepemimpinan Osama bin
Laden dan berbasis di Afghanistan. Serangan ini bertujuan sebagai gerakan terorisme dalam
bentuk serangan bunuh diri oleh ke 14 pelaku sekaligus serangan terhadap ikon AS dengan cara
ditabrak menggunakan empat pesawat komersil tersebut. Kejadian ini diperkirakan menewaskan
kurang lebih 3000 warga AS beserta warga internasional lainnya (National Commision on
Terrorist Attacks Upon The United States, 2004). Peristiwa ini membuat AS menyatakan perang
melawan terorisme yang populer dengan kampanye Global War on Terror atau War on Terror,
kampanye ini menyerukan perlawanan AS terhadap keberadaan terorisme di seluruh dunia setelah
penyerangan yang dilancarkan oleh Al-Qaeda yaitu Serangan 9/11 2001 (Bush, 2011).



pasukan militer AS dari Afghanistan. Obama menunda rencana tersebut dan
mengirimkan 5000 tentara tambahan untuk menetap di Afghanistan hingga
penarikannya selesai berdasarkan permintaan Presiden Ashraf Ghani (Washington
Post, 2015).

Pada masa pemerintahan Donald Trump, diperkirakan ada kurang lebih
11,000 tentara AS yang bertugas di Afghanistan (Thomas et al., 2021).
Dilansir dari kanal YouTube resmi Trump White House Archived, rencana
penarikan pasukan militer di Afghanistan menurut Trump dianggap sebagai
sebuah rencana yang terburu-buru, melihat dari pengalaman sebelumnya yakni
jatuhnya Iraq pascapenarikan pasukan militer AS dari Irag. Trump menganggap
penarikan pasukan yang cepat hanya akan membuang kesempatan dan
kemenangan yang sudah susah payah dibangun dan kesia-siaan dari pengorbanan
yang begitu besar, sehingga Trump tidak menyetujui penarikan pasukan militer
AS dari Afghanistan (President Trump Gives a Presidential Address to the Nation
- YouTube, 2017).

Rencana penarikan pasukan tersebut diumumkan akan dilaksanakan di
hari-hari terakhir pemerintahan Trump di tahun 2020 sebelum pelantikan Joe
Biden sebagai Presiden terpilih berikutnya. Dalam sebuah wawancara yang
diunggah di akun Twitter resmi Arsip Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa ia
akan menarik seluruh angkatan bersenjata yang bertugas di Afghanistan dan
penarikan tersebut harus selesai pada akhir 2020 (The White House 45 Archived,
2020).

Sebelumnya pada Februari 2020, AS dan Taliban telah menyepakati
bahwa AS sudah memastikan akan menarik seluruh perwakilan militer dan
penduduk kembali ke AS. Taliban berjanji dalam proses penarikan tersebut akan

mencegah kelompok apapun untuk mengganggu AS dan aliansinya. Selama tahun

2 Pada tahun 2011 Presiden Obama membentuk kebijakan penarikan pasukan militer dari
Afghanistan. Melalui kanal YouTube resmi Obama White House Archived, Obama menyatakan
bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tentara Afghanistan dianggap telah
memiliki kesiapan yang cukup matang untuk menjaga wilayahnya dari ancaman Taliban dan Al-
Qaeda, serta menyatakan bahwa rencana penarikan pasukan militer AS akan dimulai di tahun 2012
dan diselesaikan di tahun 2014 (The Obama White House, 2011). Pada tanggal 28 Desember 2014,
pasukan khusus AS mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil membunuh Osama bin Laden,
kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Operation Freedom’s Sentinel yaitu operasi pelatihan
dan pendampingan bagi angkatan bersenjata Afghanistan oleh angkatan bersenjata AS pada 1
Januari 2015 (Torreon, 2020).



2020, pelaksanaan rencana penarikan pasukan AS telah dimulai dan hal tersebut
dilakukan secara bertahap. Pada pertengahan tahun, penempatan pasukan AS
mulai bertahap turun ke angka 8,600 orang dari 11,000 orang pasukan yang
dikirimkan oleh AS (Remarks by President Biden on the Way Forward in
Afghanistan, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2021 AS telah melakukan penarikan pasukan dan
tetap merencanakan untuk menyisakan 2,500 orang tentara untuk ditempatkan di
Afghanistan (Thomas et al., 2021). Saat Joe Biden terpilih sebagai presiden AS,
Biden menyatakan bahwa tujuan dari keberadaan pasukan militer AS di
Afghanistan semakin tidak jelas pasca keberhasilan mereka membunuh Osama bin
Laden, lalu Biden mengumumkan bahwa AS akan melaksanakan penarikan
gelombang terakhir pasukan militer yang dipastikan selesai pada tanggal 11
September 2021 tepat di perayaan 20 tahun pascaserangan 9/11 sekaligus
menyatakan bahwa perang terpanjang dalam sejarah AS telah berakhir (The White
House, 2021a).

Namun pada tanggal 8 Juli, Biden mengumumkan bahwa misi mereka
akan dipercepat dan diselesaikan pada tanggal 31 Agustus 2021. Pengumuman ini
memicu pergerakan Taliban yang mengambil-alih Kabul pada bulan Agustus yang
membuat AS mengerahkan lebih banyak personil tambahan untuk mengevakuasi
para perwakilan diplomatik dan beberapa warga Afghanistan keluar dari Kabul
(The White House, 2021b). Direbutnya kota Kabul oleh Taliban dan menandai
pengambil alihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban juga menandai awal dari
gelombang pengungsi baru yang berusaha melarikan diri dari Afghanistan karena
rasa takut akan kekerasan yang akan mungkin kembali terulang, sebagaimana
yang pernah terjadi pasca berakhirnya Perang Saudara Afghanistan.

Kondisi akibat invasi meningkatkan keinginan penduduk untuk melarikan
diri hingga nekat menaiki pesawat yang mengangkut tentara untuk kembali ke AS.
Reuters merilis data pengungsi Afghanistan yang mengungsi ke AS diperkirakan
berjumlah 4,000 jiwa yang diangkut melalui jalur udara termasuk pasukan militer,
warga negara AS serta perwakilan diplomatik AS (Reuters, 2021c).

Biden menepati janji kampanyenya dengan merencanakan program

resettlement (pemukiman kembali) bagi para pengungsi asal Afghanistan untuk



menetap di AS dengan kuota pengungsi sebanyak 125,000 orang yang tercantum
pada rancangan anggaran pemerintah AS pada tahun fiskal 2022 (International
Rescue Committee (IRC), 2021). Tindakan Pemerintah AS yang membuka
negaranya untuk menerima pengungsi dari Afghanistan ini sejalan dengan
kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi Refugee Convention 1951.
Dengan membuat program resettlement bagi pengungsi yang berasal dari
Afghanistan, pemerintah Amerika Serikat sudah memberikan program bagi
pengungi yang lebih dibandingkan dari apa yang didorong oleh Refugee
Convention 1951, karena konvensi ini tidak mewajibkan mekanisme resettlement,
negara penerima yang memiliki hak untuk menentukan apakah pengungsi tersebut
diterima untuk dimukimkan di negaranya, bukan UNHCR maupun konvensi
lainnya. Selain itu, resettlement tidak dianggap sebagai hak bagi pengungsi
melainkan hak negara penerima dalam penetapannya (The UN Refugee Agency,
2011).

Penulis menilai ada beberapa penyebab mengapa Amerika Serikat menjadi
negara yang menarik untuk dibahas berkenaan dengan pengungsi Afghanistan.
Yang pertama, karena gelombang pengungsi dari Afghanistan kembali meningkat
jumlahnya ketika Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan di akhir
tahun 2001 (Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM), 2023b). Yang
kedua, jatuhnya Kabul ke tangan Taliban dan menandai peralihan kekuasaan ke
pihak Taliban juga dipengaruhi oleh penarikan pasukan Amerika Serikat dari
Afghanistan (BBC News, 2021). Yang ketiga, dengan adanya tren spektrum
politik ultra-kanan di Amerika Serikat, setelah naiknya Trump ke kursi Presiden
dan masih bertahannya tren tersebut hingga Biden menjabat sebagai presiden,
maka kebijakan resettlement bagi pengungsi Afghanistan di Amerika Serikat akan
menjadi penelitian yang menarik. Hal tersebut juga memengaruhi besarnya
sentimen anti-imigran di Amerika Serikat hingga saat ini (Nadeem, 2021).

1.2 Rumusan Masalah
Pembentukan kebijakan luar negeri sudah seharusnya mencerminkan

kepentingan nasional dan menjadi alat untuk mencapai kepentingan tersebut.

Sebab kepentingan nasional merupakan nilai inti yang wajib dicapai sebuah



negara, dilindungi serta dipromosikan keberadaannya bagi para pemimpin negara
(Jackson & Sgrensen, 2013). Rencana AS dalam program resettlement ini
merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang sudah seharusnya memuat
kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh AS, karena kepentingan nasional
merupakan pertimbangan utama sebelum sebuah kebijakan luar negeri dibentuk.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menjawab  sebuah pertanyaan, vyaitu: “Mengapa Amerika Serikat
memberlakukan program resettlement terhadap pengungsi asal Afghanistan

pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer?”

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kondisi pengungsi asal Afghanistan sebelum dan sesudah
peralihan kekuasaan kepada Taliban tahun 2021; dan

2. Menganalisis kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pemberlakuan
program resettlement terhadap pengungsi asal Afghanistan pasca peralihan

kekuasaan kepada Taliban.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni akademis dan praktis.
Secara akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya pada kajian kepentingan nasional dalam isu
pengungsi dan pencari suaka, terkhusus pada kawasan Amerika.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam hasil maupun seluruh
proses sebagai referensi tambahan yang dapat membantu penelitian berikutnya.

Secara praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran situasi di Afghanistan

sebelum dan sesudah penarikan pasukan militer AS.



2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan AS
terhadap pengungsi asal Afghanistan pascaperalihan kekuasaan dan penarikan
pasukan militernya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait analisis kepentingan
nasional dibalik kebijakan AS sebagai respons dari datangnya pengungsi
Afghanistan pascapenarikan pasukan militernya yang kemudian dapat
dimanfaatkan sebagai referensi alternatif untuk penelitian berikutnya dalam
lingkup pembahasan yang sama.

4. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah
dilaksanakan sebelumnya terkait isu kepentingan nasional dibalik kebijakan
terhadap pengungsi di kawasan Amerika maupun secara khusus kebijakan yang
ditetapkan AS.



1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka terdiri dalam dua bagian. Bagian pertama
menjabarkan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
penggunaan konsep kepentingan nasional yang diterangkan dalam perspektif
English School. Kerangka pemikiran yang membantu penulis menjelaskan cara
penelitian dilakukan juga menjelaskan bagaimana hasil penelitian diperoleh, juga
menggambarkan secara singkat kepentingan nasional AS terhadap pengungsi
dalam program pemukiman kembali pascaperalihan Afghanistan kepada Taliban

diuraikan pada bagian kedua dalam bab ini.

2.1  Penelitian Terdahulu
Topik kepentingan nasional termasuk topik yang banyak diteliti oleh

akademisi Hubungan Internasional. Dengan tujuan mendukung penelitian ini,
penulis telah menghimpun empat sumber penelitian terdahulu sebagai acuan bagi
penelitian ini. Penelitian-penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan penelitian
baik dari sumber informasi termasuk referensi yang digunakan, serta variabel
yang dipergunakan dalam penelitian tersebut. Langkah ini juga dijalankan untuk
menemukan novelty (kebaharuan) dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan.
Kebaruan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan melalui metode
bibliometrik. Metode bibliometrik adalah metode statistik yang akan
menghimpun dan menganalisis buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya
yang berkaitan dngan suatu konten ilmiah (Ball, 2021). Metode ini dilakukan
dengan menggunakan dua perangkat lunak, yaitu Publish or Perish untuk
menghimpun basis data referensi, yang kemudian hasilnya dipetakan

menggunakan VosViewer.
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Gambar 1 Hasil pemetaan VosViewer
Sumber: diolah oleh peneliti dari VosViewer

Penulis menggunakan metode bibliometrik untuk membuktikan novelty
atau kebaruan dalam penelitian ini dengan menghimpun penelitian sejak tahun
2017-2022. Pemetaan dilakukan dengan beberapa kata kunci seperti resettlement,
Afghan refugee, national interest, United States. Hasil pemetaan menunjukkan
adanya penelitian terkait dengan ke empat kata kunci di atas, namun kata kunci
tersebut terlihat memiliki kepadatan nodes yang rendah, yang berarti masih sedikit
penelitian yang menyinggung ke empat kata kunci tersebut secara spesifik yang
sama dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Jarak antar nodes dari kata
kunci yang dimaksud juga memiliki jarak yang berjauhan, yang berarti bahwa
kata kunci tersebut jarang ditemukan berada dalam satu penelitian secara spesifik.

Selain itu, penelitian terkait dengan topik resettlement bersamaan dengan
kata kunci Taliban takeover mulai banyak dilakukan di tahun 2022 namun secara
spesifik belum banyak menyinggung program resettlement yang dijalani oleh
pengungsi asal Afghanistan di wilayah AS sesuai dengan yang penulis lakukan

dalam penelitian ini.
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Penelitian pertama ialah penelitian yang berjudul How Robust Refugee
Protection Policies Can Strengthen Human and National Security (Kerwin,
2016). Dalam penelitian ini, Kerwin menerangkan bahwa seringkali kebijakan
proteksi pengungsi dipandang sebagai sebuah hal yang menentang serta
mengancam keamanan nasional sebab adanya ancaman keamanan yang
ditimbulkan dengan hadirnya kelompok pengungsi di sebuah negara, seperti
ancaman kriminal dalam skala domestik dan ancaman menyusupnya teroris yang
memungkinkan adanya ancaman dalam skala yang lebih besar. Pandangan ini
seringkali menempatkan kebijakan bagi pengungsi sebagai proses sekuritisasi bagi
pengungsi di negara penerima. Sehingga kepentingan dan keamanan nasional
tidak jarang menjadi faktor tidak didukungnya atau tidak optimalnya sebuah
kebijakan perlindungan bagi pengungsi yang telah dibuat. Namun Kerwin
berargumen bahwa sebenarnya keberadaan pengungsi dapat berkontribusi pada
performa ekonomi, kekuatan militer, posisi diplomatik, serta nilai sipil sebuah
negara. Kerwin juga menambahkan rekomendasi strategi yang berisi langkah-
langkah yang dapat dilakukan Kongres AS untuk meningkatkan kualitas
kebijakan dan keamanan perlindungan bagi pengungsi AS (Kerwin, 2016).

Penelitian Kerwin ini menggunakan konsep keamanan nasional untuk
membentuk strategi yang memaksimalkan manfaat kebijakan pengungsi bagi
kepentingan nasional AS. Sedangkan penulis menggunakan konsep dan strategi
yang dibentuk oleh Kerwin untuk menganalisis apakah AS menerapkan strategi
tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam konflik bersenjatanya
dengan Afghanistan. Perbedaan lainnya, Kerwin tidak secara spesifik menjelaskan
hubungan antara asal pengungsi dengan kepentingan langsung AS terhadap negara
yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara spesifik membahas
kontribusi pengungsi asal Afghanistan dan hubungannya dengan kepentingan AS
terhadap Afghanistan dalam konflik bersenjata tersebut.

Penelitian kedua berjudul Refugee Policy as Foreign Policy: Iragi and
Afghan Refugee Resettlements to the United States (Micinski, 2018). Penelitian ini
membandingkan pemukiman kembali oleh AS yang dilakukan terhadap dua
negara yaitu Irak dan Afghanistan, dimana AS memukimkan penduduk Irak

sejumlah 4 kali penduduk Afghanistan. Selain itu, AS juga mengklasifikasikan
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Irak sebagai negara dalam grup prioritas penempatan kembali, dan tidak
mengelompokkan Afghanistan di kelompok yang sama, walaupun invasi yang AS
lakukan di kedua negara tersebut memiliki tujuan yang sama.

Penelitian ini menggunakan teori Politik Tetangga (The politics of
neighbours) untuk menganalisis kebijakan luar negeri terhadap pengungsi yang
menggunakan  tiga faktor penentu  pembentukan  kebijakan  yaitu:
1) asal perpindahan; 2) dinamika intra-daerah asal; dan 3) kepentingan strategis
negara penerima di negara tetangga dari negara asal. Hasil penelitiannya adalah
AS memiliki kepentingan atas Irak yaitu AS memiliki keterlibatan di area
pengungsian terbaru seperti Yordania, Suriah, dan Irak, serta adanya kepentingan
strategis AS di Yordania dan Irak sebagai sekutu dekat (Micinski, 2018).
Walaupun ditemukan data bahwa dari aspek keamanan nasional, penduduk Irak
terbukti lebih berpotensi dalam meningkatkan ancaman keamanan yang lebih
nyata, yaitu dengan kejadian FBI menangkap dua orang Irak karena diduga
berniat mengirimkan senjata ke Irak. Sedangkan perlakuannya terhadap
Afghanistan, AS tidak memukimkan kembali penduduk Afghanistan sebanyak
penduduk Irak sebab kepentingan AS adalah mempertahankan para penduduk
Afghanistan disana untuk melemahkan rezim Soviet dan keberadaan Taliban
(Micinski, 2018). Penelitian ini berfokus pada perbandingan kebijakan AS
terhadap dua negara yang dipengaruhi masing-masing kepentingan di negara-
negara tersebut.

Micinski menggunakan teori Politik Tetangga dalam penelitian untuk
menganalisis perbedaan kebijakan resettlement bagi warga Irak dan Afghanistan.
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, akan meneliti satu elemen yang mirip
dalam teori Politik Tetangga yang menjadi salah satu faktor pembentukan
kebijakan resettlement bagi pengungsi asal Afghanistan, yaitu faktor kepentingan
strategis negara penerima terhadap negara asal.

Penelitian ketiga berjudul The US Refugee Resettlement Program — A
Return to First Principles: How Refugees Help to Define, Strengthen, and
Revitalize the United States (Kerwin, 2018). Dalam penelitian ini, Kerwin
melanjutkan argumennya mengenai keberadaan pengungsi yang mampu

memberikan kontribusi signifikan terhadap negara penerima. Dalam tulisan ini,
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Kerwin meneliti kontribusi dari aspek fiskal, ekonomi dan tenaga kerja yang
dihasilkan dari keberadaan pengungsi yang tiba di AS pada rentang tahun 1987-
2016.

Pertama, ditemukan bahwa tenaga kerja dari kelompok pengungsi
memiliki persentase pekerja terampil lebih tinggi (38%) daripada kelompok non
pengungsi (33%) dan kelompok warga negara asing (35%). Kedua, rata-rata
pendapatan kelompok pengungsi ada di angka US$43 ribu, angka ini hampir
menyamai kelompok non pengungsi (US$45 ribu), kelompok warga negara asing
(US$56 ribu), dan rata-rata seluruh warga AS (US$52,8 ribu) (Kerwin, 2018).

Kelompok pengungsi yang dimaksud adalah mereka yang memasuki AS,
memiliki keterampilan rendah, datang tanpa memiliki pemasukan dan aset, serta
kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Namun dengan peningkatan penghasilan
yang drastis yang hampir menyamai kelompok warga lainnya, Kerwin menilai
bahwa sesungguhnya penghasilan kelompok pengungsi ini melampaui kelompok
masyarakat lainnya berdasarkan performa yang dilakukan oleh kelompok
pengungsi. Ketiga, dari keseluruhan kelompok pengungsi, 10% diantaranya
bekerja sebagai wiraswasta, dan termasuk dalam total 9% pencipta lapangan
pekerjaan di seluruh AS (Kerwin, 2018). Penelitian ini berfokus pada kontribusi
pengungsi di aspek fiskal dan ekonomi dan tidak mengelaborasi lebih jauh
mengenai kontribusi pada aspek politik serta aspek keamanan nasional (Kerwin,
2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah Kerwin menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan
secara rinci meneliti aspek fiskal, ekonomi, dan tenaga kerja yang diperoleh
melalui pengungsi dalam jangka waktu 1987-2016. Yang mana data ini akan
menjadi acuan tambahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam
meneliti gambaran prediksi kontribusi pada aspek ekonomi pengungsi asal
Afghanistan melalui penerimaan pajak dan tenaga kerja dalam jangka waktu
tertentu.

Penelitian keempat berjudul Promoting Compliance with Human Rights:
The Performance of the United Nations’ Universal Periodic Review and Treaty

Bodies (Carrano, 2019). Carrano menjelaskan adanya tiga teori yang meneliti
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kepatuhan negara dalam perjanjian internasional khususnya perjanjian hak asasi
manusia (HAM). Teori pertama adalah teori penegakan. Penegakan didefinisikan
sebagai sebuah strategi yang diadopsi negara atau multilateral yang bertujuan
untuk menetapkan pola pikir para pemimpin negara bahwa akan ada konsekuensi
negatif yang akan mengikuti ketidakpatuhan yang mereka buat. Langkah yang
sering dilakukan ialah tekanan politik, penarikan insentif positif, hingga sanksi
ekonomi. Sehingga kepatuhan ini dapat dilihat sebagai perhitungan cost-benefit
yang akan membuat negara mempertimbangkan ketidakpatuhan yang akan
mereka buat (Carrano, 2019). Kepatuhan ini juga menjadi sebuah insentif untuk
performa yang baik serta seperangkat alat yang dapat menindak ketidakpatuhan.
Dalam kepatuhan perlu ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh akan
tinggi, serta kehadiran ancaman hukuman yang cukup berat. Sehingga aktor
diasumsikan akan bertindak secara strategis, memaksimalkan keuntungan dan
meminimalkan kerugian.

Penulis menggunakan data yang diperoleh untuk melakukan analisis
seperti Carrano untuk menjelaskan keuntungan tinggi atau hukuman berat yang
akan diperoleh AS jika menerapkan atau tidak menerapkan kebijakan resettlement
bagi pengungsi asal Afghanistan dalam bentuk kepentingan nasional yang hendak
dicapai AS di dalam penelitian ini.

Penelitian kelima oleh Lutz dan Portmann yang berjudul Why do states
admit refugees? A comparative analysis of resettlement policies in OECD
countries pada tahun 2021 (Lutz & Portmann, 2021). Lutz dan Portmann
menyatakan bahwa kebijakan pemukiman kembali bukan hanya kebijakan yang
dibuat semata karena alasan kemanusiaan, melainkan juga sebagai alat dan
pembuktian janji politik pemerintah. Namun walaupun dengan keuntungan yang
diperoleh negara penerima, negara penerima semakin membuat peraturan yang
memperketat dan mempersempit gerak pengungsi dan pencari suaka di negara
tersebut dimana hal tersebut akan mempermudah kontrol dan pengawasan dari
negara penerima (Lutz & Portmann, 2021).

Penulis menggunakan referensi ini sebagai acuan dan data penguat bahwa
ada kepentingan nasional dan tujuan tertentu yang ingin dicapai negara ketika

membentuk dan melaksanakan sebuah kebijakan walaupun kebijakan tersebut
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dapat digolongkan sebagai kebijakan dalam aspek kemanusiaan seperti kebijakan
penerimaan dan penempatan kembali bagi pengungsi dan pencari suaka

Penelitian keenam oleh W. Pearlman yang berjudul Culture or
Bureaucracy? Challenges in Syrian Refugees’ Initial Settlement in Germany pada
tahun 2017. Jerman adalah negara yang memiliki birokrasi yang dianggap cukup
rumit tidak hanya bagi pendatang baru, namun juga bagi warga lokal Jerman
sendiri. Birokrasi yang rumit dianggap sebagai proses integrasi yang baik dimana
hal ini menjadi proses adaptasi bagi warga pendatang baru, yang terdiri dari
pengungsi dan pencari suaka (Pearlman, 2017). Jerman telah mengusahakan
anggaran yang begitu besar untuk kesejahteraan pengungsi, melatih guru-guru
bahasa Jerman, mengusahakan untuk mengubah Kkisah krisis pengungsi menjadi
sebuah kesuksesan Jerman. Akan tetapi justru ditemukan beberapa kecemasan
yang meningkat akibat birokrasi yang rumit ini. Penantian status hukum yang
panjang, perpindahan yang rumit dan lama, perjuangan dalam mendapatkan
pekerjaan yang kemudian menjadi isu utama bagi para pengungsi dan pencari
suaka di Jerman (Pearlman, 2017). Namun karena adanya kesamaan dengan
masyarakat Jerman yang juga merasa kesulitan dalam proses birokrasi Jerman,
Wolfang berpendapat bahwa birokrasi dan pelayanan publik dapat menjadi proses
integrasi utama yang menyatukan seluruh Jerman (Pearlman, 2017).

Berikut ini merupakan tabel yang merangkum perbedaan dari himpunan

penelitian terdahulu di atas:
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signifikan secara internasional

Kebijakan pemukiman
kembali digunakan negara
sebagai janji politik, tidak
hanya untuk perlindungan

kemanusiaan

Jerman dianggap sebagai
negara yang ramah karena
menerima lebih dari 400
ribu warga Suriah

Fokus Penelitian

Penelitian ini
berfokus kontribusi
pengungsi pada
keamanan nasional
AS

Penelitian ini berfokus
pada penyebab
perbedaan pelaksanaan
kebijakan resettlement
bagi warga Irak dan
Afghanistan.

Penelitian ini berfokus pada
kontribusi pengungsi pada
fiskal dan ekonomi AS

Penelitian ini berfokus pada
tingkat kepatuhan negara
pada perjanjian HAM
internasional melalui
mekanisme PBB

Penelitian ini berfokus
pada alasan negara
menerima pengungsi

Penelitian ini berfokus pada
bidang-bidang birokrasi
untuk mengatasi kecemasan
adaptasi pendatang baru

Hasil

Ada 6 rekomendasi
kebijakan untuk
memperkuat dan

mengamankan
sistem perlindungan
pengungsi.

Adanya kepentingan
yang berbeda terhadap
kedua negara tersebut,

terutama mengenai
hubungan dengan
negara di sekitar Irak

Pengungsi berkontribusi pada
pemasukan pajak,
peningkatan pendapatan per
kapita, dan lapangan
pekerjaan.

Mekanisme UPR mampu
menghasilkan tekanan politis
dan tekanan publik yang
sesuai penjelasan Teori
Penegakan

Pemukiman kembali
memiliki kebijakan yang
terbuka bagi pengungsi

juga membatasi
pergerakan pengungsi itu
sendiri

Jerman memiliki beberapa
bidang yang difokuskan
untuk mempermudah proses
adaptasi pengungsi yang
ditempatkan kembali, yang
juga dipersiapkan sebagai
tenaga kerja di Jerman

Sumber: Diolah oleh penulis
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2.2 Landasan Konseptual

Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional seringkali menjadi faktor utama dari sebuah
negara dalam proses pengambilan keputusan. Walau secara utuh, konsep
kepentingan nasional tidak memiliki ukuran secara universal dalam mengukur
kepentingan nasional itu sendiri. Namun para ilmuwan telah mencoba

merumuskan konsep ini serta variabel yang mempengaruhinya.

Sebagai salah satu konsep tertua, tiap perspektif memiliki definisinya
masing-masing mengenai konsep kepentingan nasional. Perspektif tertua seperti
Realisme Klasik dan Liberalisme Utopia memiliki pandangan yang berbeda
mengenai konsep ini. Perspektif Realisme Klasik mendefinisikan kepentingan
nasional sebagai konsep pencapaian tujuan negara berdasarkan keamanan nasional
dan keberlangsungan negara. Sebagai aktor tunggal, negara menjadi hal yang
paling esensial bagi kehidupan warga negara yang aman dan tentram. Ketiadaan
negara akan meniadakan keamanan negara sehingga Hobbes dalam Jackson dan
Sorensen mendefinisikan kehidupan warga negaranya sebagai kehidupan “sepi,
miskin, kotor, kasar dan pendek” (Jackson & Sgrensen, 2013). Pihak yang
bertanggung jawab atas perlindungan teritori, penduduk, serta moral dan nilai
hidup yang khas adalah negara. Kepentingan nasional menjadi penentu akhir
dalam penilaian kebijakan luar negeri. Hal ini menyebabkan negara-negara tidak
dapat saling bergantung dan saling percaya karena negara diasumsikan untuk terus
melakukan segala cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Jackson &
Sgrensen, 2013).

Namun perspektif Realisme terhadap konsep kepentingan nasional tidak
mampu menjelaskan fenomena pencapaian kepentingan nasional melalui
penerimaan pengungsi ini. Perspektif ini tidak bisa menjelaskan apakah ada
keuntungan yang akan didapat negara, sebab pemikir Realisme Klasik
beranggapan bahwa kedatangan pengungsi hanya akan menjadi beban ekonomi
negara, serta tidak diakuinya aktor lain selain negara sehingga dengan prinsip ini
tidak akan sesuai dengan hipotesis bahwa kedatangan pengungsi akan dapat

membantu pencapaian kepentingan nasional negara.
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Perspektif English  School merupakan perspektif yang mampu
menyediakan kerangka pikir untuk menjelaskan fenomena ini. Secara garis besar,
perspektif ini menekankan pentingnya identifikasi dan memperkuat dasar tatanan
internasional untuk menekan ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas
yang tinggi dalam sistem internasional. Perspektif ini percaya bahwa negara-
negara bisa untuk bekerja sama namun perlu ada komitmen bersama serta aturan
dan lembaga yang dapat menengahi konflik (Burchill, 2005). Pada akhirnya,
pengejaran kepentingan nasional menurut perspektif ini tidak cukup hanya dengan
apa yang telah dikemukakan para pemikir Realisme Klasik yaitu keamanan negara
semata, namun perlu melibatkan kepedulian negara-negara atas satu kepentingan
bersama yang diakui dan disepakati bersama yaitu ketertiban dunia untuk hidup
berdampingan melalui komitmen, kerjasama, juga lembaga dan aturan yang dapat
meredam konflik internasional yang juga dapat dicapai melalui pembentukan
hukum internasional, dialog antar pemerintah, organisasi internasional, maupun
konvensi-konvensi internasional yang juga merupakan dari kerangka kerja, aturan,

dan institusi yang membentuk budaya diplomatik (Burchill, 2005).

Kerjasama lintas negara yang mulai terbentuk secara perlahan melibatkan
masyarakat yang secara sukarela bekerjasama satu sama lain. Keberadaan
kerjasama masyarakat internasional ini perlahan menjadi salah satu faktor penting
dalam mempertahankan tatanan internasional, dan memiliki kekuatan yang
kemudian diterima secara luas walau tidak memiliki posisi politik yang begitu
kuat namun kuat dalam keterlibatan kerjasama ekonomi, sosial, serta lembaga-
lembaga internasional yang mulai terbentuk. Kelompok masyarakat ini mulai
disebut sebagai masyarakat internasional, serta hal-hal yang terbentuk karena
keberadaan masyarakat ini disimpulkan sebagai kesadaran sosial yang disebutkan
oleh pemikir English School (Burchill, 2005). Sebagian besar pemikir English
School condong terhadap pemikiran Realisme Klasik mengenai keamanan
strategis dan pencapaian ekonomi, namun juga menambahkan ‘“kewajiban
terhadap kemanusiaan” menjadi kategori lain dalam pencapaian kepentingan
nasional yang menjadi prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan (Burchill,
2005). Walaupun kepatuhan internasional terhadap prinsip moral yang disebutkan

belum sepenuhnya terlaksana mengingat masing-masing negara tetap memiliki
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wewenangnya sendiri dalam pengejaran kepentingan nasionalnya, namun tetap
ada negara-negara dengan pemikiran dan pendapat yang serupa mengenai
kepedulian terhadap kemanusiaan yang bersifat universal dan dimiliki setiap
individu di dunia. Perspektif Realisme Klasik tidak dapat menjelaskan manfaat
dan pandangan moral atas kepedulian terhadap kemanusiaan karena perspektif ini
secara penuh berfokus terhadap keberlangsungan dan keberadaan negara sebagai
aktor tunggal (Burchill, 2005).

Berdasarkan perspektif English School, perspektif ini meyakini bahwa
pengejaran kepentingan nasional suatu negara harus dilengkapi dengan kepedulian
etis dan moral seperti mempromosikan perdamaian global dan menghormati
kewajiban terhadap kemanusiaan melalui peran institusi. Diyakini bahwa hal
yang diperlukan negara ialah kemajuan dalam bentuk keadilan sosial global yang
lebih tinggi serta penghormatan atas hak asasi manusia secara universal.
Perspektif ini juga meyakini bahwa negara-negara memiliki kepentingan yang
sama dalam membatasi penggunaan kekerasan karena dalam kondisi yang anarki,
sistem internasional tidak berada dalam kondisi perang yang berlangsung terus
menerus. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa negara telah memiliki
kemampuan untuk berkompromi pada kekuatan yang lebih besar dan
mengakomodasi diri sendiri demi kepentingan yang lebih luas untuk menjaga
ketertiban internasional (Burchill, 2005).

Kebutuhan bersama untuk hidup berdampingan dapat meredam konflik
jika suatu saat muncul konflik antar negara dalam situasi ini. Keberadaan hukum
internasional, organisasi internasional, dialog antar pemerintah serta
penghormatan atas kedaulatan nasional menjadi bagian dari kerangka kerja
norma, aturan, serta institusi yang membentuk budaya diplomatik internasional
(Burchill, 2005).

Wight dalam Burchill menjelaskan kepentingan nasional adalah
kepentingan pribadi yang tercerahkan adalah kepentingan yang memperhitungkan
semua rintangan dan kemungkinan di jalan menuju pemenuhan, sebuah keegoisan
yang, secara negatif, berusaha untuk tidak melanggar atau menghina kepentingan

pribadi orang lain, keegoisan yang memberikan pertimbangan positif terhadap
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kepentingan orang atau negara lain, dan setuju untuk memodifikasi dan
membatasi dirinya sendiri untuk menghormati kepentingan-kepentingan lain ini,

karena mengakui hak mereka untuk hidup (Burchill, 2005).

Burchill menyatakan bahwa perspektif ini meyakini bahwa negara-negara
harus memahami kepentingan mereka dengan cara yang lebih luas dengan
memperhitungkan kewajiban mereka terhadap masyarakat internasional. Linklater
berargumen bahwa English School meyakini bahwa hak asasi manusia, keadilan,
serta hukum internasional memegang peranan penting dalam tatanan
internasional. Selain itu, Bull menyatakan bahwa kepentingan nasional terdiri dari
rencana tindakan yang rasional untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan
dapat dikontraskan dengan kebijakan-kebijakan yang didasarkan kepada
kepentingan-kepentingan kelompok, aliansi, maupun orgnisasi internasional
(Burchill, 2005).

Sehingga dalam kesimpulannya, Burchill menyatakan English School
bahwa kepentingan nasional menurut English School terdiri dari aspek keamanan,
ekonomi, juga perlu untuk memperhatikan moralitas internasional dan hukum
internasional yang menjadi aspek ketiga dalam kepentingan nasional (Burchill,
2005).

1. Aspek keamanan dan pertahanan, yakni kepentingan yang ditujukan untuk
melindungi  negara-bangsa, baik eksistensinya maupun  sistem
pemerintahnya, serta warga negaranya dari ancaman fisik dari negara lain,
baik dalam rupa intervensi, invasi, maupun propaganda.

2. Aspek ekonomi, yakni kepentingan yang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi sebuah negara-bangsa.

3. Aspek moralitas internasional, yakni kepentingan yang ditujukan untuk
menjaga ketertiban tatanan internasional melalui kewajiban terhadap

kemanusiaan.



22

2.3  Kerangka Pemikiran

Korban pengungsi timbul akibat peralihan kekuasaan terhadap Taliban
yang menyebabkan pergerakan pengungsi yang masif ke banyak negara, salah
satu negara tujuan pengungsi tersebut adalah AS yang berhubungan dengan
konflik tersebut dan berperan sebagai lawan dari kubu Taliban. Pergerakan
pengungsi Afghanistan menuju AS menjadi salah satu faktor pembuatan
kebijakan luar negeri AS yaitu penetapan program penerimaan pengungsi dan
program penempatan kembali pengungsi di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan
olenh AS. Houghton telah mengemukakan pembentukan kebijakan luar negeri
harus memuat kepentingan nasional, sehingga pembentukan kebijakan ini
diasumsikan memiliki muatan kepentingan nasional yang hendak dicapai
(Houghton, 2007).

McKinsey menggunakan beberapa indikator untuk menilai ekonomi suatu
negara, indikator yang digunakan yaitu tren produk domestik bruto (PDB) atau
Gross Domestic Product (GDP), indikator pertumbuhan lapangan Kkerja,
unemployment rate atau tingkat pengangguran, producer price indexes atau indeks
harga produser, harga komoditas, inflasi harga makanan, layanan ekonomi hingga
kebijakan bank sentral (McKinsey, 2022). Indikator yang dipakai oleh penulis
dalam penelitian ini adalah adalah indikator tren GDP serta indikator tren tingkat
pengangguran. Penelitian ini akan menyajikan serta mendeskripsikan kedua
indikator tersebut dalam rentang waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2012
hingga tahun 2022.

Sedangkan dalam aspek moralitas internasional yang dijelaskan
sebelumnya, penulis menggambarkan pencapaian AS dalam komitmen terhadap
kemanusiaan dalam konteks pengungsi melalui mendeskripsikan data jumlah
pengungsi yang diterima AS dalam rentang waktu 10 tahun yaitu dimulai pada
tahun 2012-2022. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, penulis
menganalisa kepentingan nasional AS dalam kebijakan terhadap pengungsi asal
Afghanistan tersebut.
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Krisis pengungsi asal Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan
penarikan pasukan militer dari Afghanistan

\’

Kebijakan penerimaan pengungsi dan pembentukan program resettlement bagi
pengungsi asal Afghanistan oleh AS

s

Kepentingan nasional

Keamanan

Ekonomi - Moralitas Internasional

Kepentingan Nasional AS terhadap Pengungsi Afghanistan Pascaperalihan
Kekuasaan ke Taliban

Gambar 2 Kerangka Pikir



I11. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.
Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Metode ini dimungkinkan untuk melibatkan instrumen yang bisa dalam bentuk
kuesioner yang akan diisi responden atau dalam bentuk wawancara, atau juga
dalam bentuk observasi dimana penulis dapat memperhatikan dan mengamati
respondennya (Bryman, 2012). Hal ini akan bermanfaat pada perencanaan dalam
mengumpulkan dan menganalisis data yang akan membantu penulis untuk
menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai hasil penelitian. Metode penelitian
mencakup tipe penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, level analisis dan unit analisis hingga teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini.

3.1  Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang secara umum
menekankan penggunaan data berupa kata-kata dan non angka sehingga
menekankan pendekatan induktif dalam penggunaan teori dalam penelitian, yang
kemudian cenderung menggeneralisir penggunaan teori dalam penelitian. Metode
induktif akan berangkat dari sekumpulan bukti dan data menuju ke sebuah
kesimpulan. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif, data yang
dikumpulkan berbentuk kata-kata ataupun gambaran dibandingkan data numerik.
Bentuk data bisa dalam bentuk transkrip, foto, video, hingga rekaman resmi

lainnya (Neuman, 2014).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah
fenomena yang berangkat dari informasi dasar menuju pemaparan yang lebih

mendalam mengenai situasi, aturan sosial, maupun hubungan. Penelitian juga
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deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sebuah hal dengan deretan data,
penjelasan profil atau mengklasifikasikan data yang dilakukan dengan detail yang
rinci dan akurat. Penelitian deskriptif juga memiliki tujuan lain yaitu
mendokumentasikan latar belakang serta konteks dari situasi yang akan
digambarkan (Bryman, 2012; Mas’oed, 1990; Neuman, 2014).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah
menjelaskan serta menjabarkan kepentingan nasional AS melalui kebijakan luar
negeri yang dibentuk sebagai respons dalam menanggapi Krisis pengungsi
Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan
militer pada tahun 2021 melalui rangkaian kebijakan dan bantuan terhadap
pengungsi. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan
kepentingan keamanan, keuntungan ekonomi hingga pemenuhan nilai-nilai moral

AS yang terkait dengan keberadaan moralitas internasional.

Hasil penelitian ini diperolen dengan melakukan pengumpulan data
melalui metode studi pustaka, juga melibatkan analisis dokumen, seperti ulasan
literatur, kebijakan, dan catatan-catatan terkait. Dokumen-dokumen ini
memberikan konteks dan kerangka kerja konseptual yang mendukung temuan
penelitian. Serta melakukan proses triangulasi data dengan menyaring dan
mengumpulkan data dari beragam data dan sumber dalam rentang waktu yang

dibutuhkan dalam penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada

1. Kondisi pengungsi asal Afghanistan sebelum dan sesudah peralihan
kekuasaan kepada Taliban tahun 2021.

2. Kepentingan nasional AS melalui kebijakan luar negeri AS terhadap
pengungsi Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan
penarikan pasukan militer dari Afghanistan di tahun 2021 dalam 3
aspek yaitu aspek keamanan, aspek ekonomi, serta aspek moralitas

internasional melalui kebijakan yang dibuat AS.
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Penulis menjabarkan kepentingan nasional AS melalui rangkaian
kebijakan terhadap pengungsi asal Afghanistan tersebut. Dengan menggunakan
konsep kepentingan nasional yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Konsep
kepentingan nasional yang telah dijabarkan di atas, digunakan penulis untuk
mengeksplorasi bagaimana penerimaan pengungsi dapat memberikan kontribusi
terhadap tiga aspek diatas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah AS,
yaitu dokumen yang berasal dari Kementrian Luar Negeri AS, United States
Refugees Admission Program (USRAP), United States Agency International
Development (USAID), UNHCR, World Bank, juga berita-berita internasional
yang dikeluarkan oleh portal berita terpercaya seperti Reuters, New York Times,
International Refugee Comittee, Al Jazeera, BBC dan VOA. Data yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah data yang merujuk pada data yang tmemuat
pernyataan maupun dokumen kebijakan pemerintah AS atas krisis pengungsi
Afghanistan pada tahun 2021.

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh penulis yang sudah
ada sebelumnya, sehingga penulis melakukan analisis data dengan data yang
sudah ada tanpa melakukan penghimpunan data primer. Penggunaan data
sekunder ini diperbolehkan mengingat dalam sebagian besar penelitian, adanya
perhitungan mengenai durasi dan biaya penelitian. Karena untuk mengumpulkan
data primer, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tidak
sedikit. Sehingga dimungkinkan untuk melakukan penelitian sekunder
menggunakan data-data sekunder yang sudah ada sebelumnya (Bryman, 2012).
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3.4  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah teknik studi
pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka dilakukan pada sumber utama data
seperti berita internasional, maupun jurnal artikel dan buku yang kredibel.
Sedangkan studi dokumentasi dilakukan pada sumber data seperti dokumen resmi,
dan materi audiovisual dari sosial media resmi milik pemerintah AS. Data-data ini
diperoleh dari situs-situs resmi dan terpercaya seperti situs pemerintah, situs

berita, dan akun sosial media resmi milik pemerintah AS (Creswell, 2013)

35 Level Analisis dan Unit Analisis

Penelitian ini terdiri dari variabel unit analisis dan unit eksplanasi.
Penelitian ini memiliki tingkatan analisis yaitu tingkat negara-bangsa yang

dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Level analisis, unit analisis, dan unit eksplanasi

Tipe Level Analisis: Negara-Bangsa (AS)

Unit Analisis Unit Eksplanasi
Kepentingan nasional AS terhadap Kebijakan resettlement AS terhadap
pengungsi Afghanistan pascaperalihan pengungsi asal Afghanistan
kekuasaan kepada Taliban dan pascaperalihan kekuasaan kepada
penarikan pasukan militer. Taliban dan penarikan pasukan militer.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian proses pengumpulan data,
pemrosesan data hingga penarikan kesimpulan untuk menemukan jawaban atas

pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan
metode kualitatif deskriptif. Creswell mendefinisikan metode penelitian deskriptif
sebagai metode yang menggambarkan dan memaparkan situasi secara lebih

spesifik dan mendalam. Neumann mendefinisikan pendekatan induktif sebagai
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pendekatan dengan mengumpulkan data-data khusus yang menghasilkan jawaban
yang bersifat general. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data
yang bersumber pada dokumen resmi pemerintah AS, pemberitaan internasional
yang dirilis oleh media yang kredibel seperti Reuters dan New York Times, juga
mengumpulkan data yang berasal dari media audiovisual seperti video pernyataan
resmi pemerintah AS (Creswell, 2013; Neuman, 2014).

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahap dalam melakukan analisis
data yang terdiri dari kondensasi data dimana penulis melakukan pengumpulan
dan pengolahan data, penyajian data secara deskriptif yang memungkinkan data
untuk ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan, maupun narasi, hingga penarikan
kesimpulan yang dilakukan dengan cara mengaitkan data tersebut dengan
penggunaan konsep yang penulis gunakan untuk memperoleh jawaban atas

pertanyaan yang telah diajukan (Miles & Huberman, 2014).

Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Kondensasi data
Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data yang berasal dari artikel,
berita, jurnal, laporan resmi, dan media terkait lalu disederhanakan
sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian data
Pada tahap ini, data yang telah diproses oleh penulis disajikan dengan
deskripsi yang dapat membantu proses penarikan kesimpulan. Data
yang disajikan adalah data yang terkait dengan kepentingan nasional
AS terhadap pengungsi asal Afghanistan dalam program resettlement.

c. Penarikan kesimpulan
Pada tahap ini, kesimpulan ditarik dari data yang telah dikumpulkan
dan dideskripsikan sebagai hasil penelitan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, AS sebagai negara yang
terlibat dalam Perang 20 Tahun di Afghanistan telah membuat kebijakan
resettlement atau pemukiman kembali bagi para pengungsi Afghanistan
yang melarikan diri dari negara asalnya sejak pemindahan kekuasaan dari
pemerintahan Afghanistan kepada Taliban pada tahun 2021. Untuk itu, AS
telah membentuk program penerimaan dan pemukiman kembali pengungsi
yang bekerja sama dengan ragam departemen nasional AS seperti
Department of Homeland Security (DHS), Department of State, dan
departemen lainnya hingga organisasi internasional seperti IRC, UNHCR,

dan ragam lembaga non profit lokal lainnya.

Program ini secara umum memiliki anggaran per tahun fiskal 2022
sebesar USD 2 miliar dari total anggaran belanja tahunan AS sebesar USD
4 triliun dan kembali menambahkan anggaran sebesar USD5,9 miliar pada
tahun berikutnya. Anggaran ini membebankan biaya yang cukup besar
bagi pemerintahan AS secara keseluruhan. Namun dari ketiga aspek yang
telah penulis paparkan sebelumnya, selain mempromosikan nilai-nilai
kemanusiaan dan bentuk tanggung jawab AS terhadap pengungsi asal
Afghanistan, adanya potensi ekonomi AS melalui melalui pajak hingga
pendapatan per kapita nasional dapat mengembalikan modal AS pada
program penerimaan pengungsi ini bahkan dapat turut berkontribusi pada
pemasukan negara yang mana juga dapat berkontribusi pada

perekonomian AS secara nasional.
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Fungsi pemukiman kembali yang dijelaskan dalam The Refugee
Convention 1951 juga terpenuhi yang dapat dilihat melalui tiga (3) fungsi
yang dijabarkan. Yaitu fungsi proteksi internasional dan pemenuhan
kebutuhan dasar hingga kebutuhan spesifik; lalu fungsi solusi jangka
panjang dengan jumlah pengungsi yang lebih besar; hingga fungsi
pengekspresian solidaritas internasional dan mekanisme pembagian
tanggung jawab atas perlindungan pengungsi serta pencegahan dampak
buruk dari timbulnya pengungsi yang secara proporsi terlalu banyak di

negara lain.

Selain dapat mencapai kepentingan nasional dalam 3 aspek yang
dikemukakan oleh Burchill, yaitu aspek keamanan, ekonomi, dan
moralitas internasional seperti yang sudah dijabarkan pada bab
sebelumnya. Program penerimaan dan pemukiman kembali bagi
pengungsi juga memenuhi fungsi sebenarnya dari proses dan kebijakan
pemukiman kembali untuk pengungsi asal Afghanistan oleh pemerintah
AS. Dengan menerima pengungsi asal Afghanistan, Amerika Serikat tidak
sekadar melihatnya sebagai respons terhadap keamanan, ekonomi, dan
tanggung jawab moral, melainkan sebagai langkah strategis yang
mencirikan kebijakan luar negerinya. Tindakan ini menunjukkan kesiapan
AS untuk tidak hanya melibatkan diri dalam penyelesaian masalah negara-
negara konflik, tetapi juga menegaskan peranannya pada kerjasama dan

nilai-nilai kemanusiaan.

Saran

Dari hasil penelitian hingga pemaparan temuan sebelumnya,
penulis memberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut penelitian yang
mungkin dapat dijadikan pertimbangan, saran, dan masukan bagi penulis
berikutnya yang tertarik dan ingin meneliti topik yang sama. Harapannya,
penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian terdahulu terkait hasil
analisis kepentingan nasional suatu negara terhadap penerimaan pengungsi

yang berasal dari negara lain secara spesifik. Hal ini menarik untuk diteliti
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sebab negara penerima tentu memiliki dinamika hubungan bilateral yang
berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sehingga idealnya akan

ada hasil yang berbeda dari setiap negara yang diteliti.

Sehingga bagi penulis yang ingin meneruskan penelitian fenomena
dari tema ini, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih dalam,
spesifik serta mencari data yang lebih rinci dan detail dengan rentang
waktu yang lebih panjang untuk dapat menjelaskan fenomena ini dengan
lebih baik dan lebih dalam. Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya
akan memuat lebih banyak referensi yang berasal dari berbagai sumber
ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan seperti artikel
jurnal, buku, hingga tulisan ilmiah lainnya yang dapat mendukung
penelitian tersebut.
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